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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI e-OFFICE DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah
Daerah perlu melakukan transformasi digital dalam
penyelenggaraan pemerintah yang salah satu upaya yang
dilakukan adalah melalui pengembangan aplikasi e-Office;

bahwa untuk mendukung pengembangan aplikasi e-Office
agar lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu
membentuk Tim Pengembangan Aplikasi e-Office di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
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dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601}, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400};

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
Q7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor
S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);
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11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 tentang

Tata Kelola Absensi Online di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 37);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengembangan Aplikasi e-Office di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan perencanaan pengembangan aplikasi sesuai
kebutuhan organisasi;

b. melakukan analisis kebutuhan sistem dan proses bisnis;

menyusun desain dan arsitektur aplikasi;

melaksanakan Pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan aplikasi;

e. melakukan pengujian aplikasi sebelum implementasi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi; dan

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan

pihak terkait dalam pengembangan aplikasi.
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan 1ni dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
e ———— pada tanggal & auc_,‘ 2026

e WQ" BUPATI T(\BA%
- MUHAMMAD NOOR R ANI‘{

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.3.3.2/ 205 /KUM/2026

TANGGAL & \\ 3qif,

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI e-OFFICE

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KET

1. | Bupati Tabalong Pembina I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina [I

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah

4. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Penanggung Jawab I
Kabupaten Tabalong

5. | Inspektur Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab II

6. | Kepala Badan Kepegawaian dan | Penanggung Jawab III
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong

7. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Ketua
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong

8. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Sekretaris
Informatika Kabupaten Tabalong

9. | Sekretaris Badan = Kepegawaian  dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

11. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Bidang  Telekomunikasi dan Anggota
Keamanan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tabalong

13. | Pranata Komputer Ahli Bidang Aplikasi Anggota
Informatika pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tabalong

14. | Penata Layanan Operasional Bidang Aplikasi Anggota
Informatika pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tabalong

15. | Operator Layanan Operasional Bidang Anggota

Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG
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